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: WA-3/24777 /HM.00/XII/2018 Padang, 3l Desember 2018
: Penting
: Usulan Peserta Implementasi Zona Integritas

Menuju WBK dan WBBM

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama se-Sumatera Barat

Assalamualaikum Wr. Wb

Memenuhi maksud surat Dirjen Badan Peradilan Agama MA RI Nomor
3539/DJA/HM.00/XI11/2018 tanggal 18 Desember 2018 hal yang sama pada pokok
surat dan surat Dirjen Badan Peradilan Agama MA RI Nomor
3605/DjA/HM.00/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 hal yang sama pada pokok
surat, dengan ini kami mohon kepada saudara untuk mengirimkan usulan sebagai
peserta implementasi pencanangan Zona Integritas yang telah saudara deglarasikan
pada masing-masing satker, dengan melampirkan Lembar Kertas Kerja (LKE) sesuai
dengan Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Usulan paling lambat kami terima
tanggal 7 Januari 2019 dan dikirim melalui email: kepegawaian@pta-
padang.go.id pada jam kerja.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam,
Wakil Ketua,

ol

Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.L.
NIP. 195704131984031001
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26 Desember 2018
Nomor -3605/DJA/HM.00/XI112018
Sifat : Penting
Hal : Penunjukan Pengadilan Agama Pilot Project Penerapan Zona Integritas
Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh
Ketua Pengaditan Tinggi Agama se Indonesia

Assalamul'alkum Wr.wb.

Dengan hormat, menindaklanjuti surat Dirjen Baditag nomor 3539/DJA/HM.00/X11/2018, tanggal 18 Desember
2018, perihal Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah WBK dan WBBM di Lingkungan Peradilan Agama, dengan
ini diinstruksikan kepada Ketua Mahkamah Syariyah Aceh dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia untuk
mefaporkan daftar pengadilan agama sebagai pifof project penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di wilayah hukumnya kepada Dirjen Badan Peradilan
Agama pada acara pelantikan KPTA di Mahkamah Agung Rl pada tanggal 9 Januari 2019.

Demikian untuk segera dilaksanakan.

Wassalamu'alikum, Wr. Wb,

-Dire yr;g?}\é\n\deral
B{jckd\an“f{é;r; dilan Agama

{,

Tembusan:

YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Rl Non Yudisial
YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Rl
YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Ri
Sekretaris Mahkamah Agung RI
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Nomor - 3539/DJATHM.00/XI112018 18 Desember 2018
Lampiran : 1 berkas
Perihal  : Penerapan Zona Integritas

Menuju Wilayah WBK dan WBBM
Di Lingkungan Peradilan Agama

Kepada yang terhormat,

Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariyah Aceh
di-

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Perintah Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan
Instansi Pemerintah, bersama ini di instruksikan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi
Agama/Mahkamah Syariyah Aceh untuk menerapkan peraturan tersebut dengan ketentuan
sebagai berikut:

1. Khusus Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariyah Aceh agar seluruhnya
menerapkan peraturan tersebult;

2. Bagi Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariyah Aceh yang membawahi satuan kerja
diatas 20 satker untuk menunjuk 6 satker sebagai pilotproject penerapan peraturan
tersebut;

3. Bagi Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariyah Aceh yang membawahi satuan kerja
antara 11 sampai dengan 20 satker untuk menunjuk 4 satker sebagai pilotproject
penerapan peraturan tersebut;

4. Bagi Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariyah Aceh yang membawahi satuan kerja
antara 1 sampai dengan 10 satker untuk menunjuk 3 satker sebagai pilotproject
penerapan peraturan tersebut;




5. Surat penunjukkan kepada satker yang ikut dalam penerapan WBK dan WBBM oleh
Pengaditan Tinggi Agama/Mahkamah Syariyah Aceh agar ditembuskan kepada Direktur
Jenderal Badan Peradilan Agama paling lambat fanggal 15 Januari 2019;

6. Pelaksanaan implementasi peraluran tersebut dilaksanakan dalam kurun waktu 3 bulan
yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2019;

7. Hasil pelaksanaan implementasi peraturan tersebut ditaporkan kepada Direktur Jenderal
Badan Peradilan Agama dalam benfuk PDF dan file asli melalui email
dokinfo.badilag@gmail.com, paling lambat 30 Maret 2019;

8. Bulan April Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama akan melakukan audit tentang

penerapan WBK dan WBBM kepada satker yang ditunjuk oleh Pengadilan Tinggi
Agama/Mahkamah Syariyah Aceh;

9. Sebagai contoh kami lampirkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas Menuju
WBK dan WBBM Pengadilan Agama Surabaya.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Tembusan:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI.

2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial,
3. Yang Mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI.

4. Sekretaris Mahkamah Agung RI.



